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TAHUN ANGGARAN 2016 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI KAYONG UTARA, 

 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor ...  Tahun 

2017 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 

2016, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016; 

 

SALINAN 



Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 3851); 

  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 

Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4400); 

  5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4421); 

  6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

  7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi 

Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8 , Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4682); 

  8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan 

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 



  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Peraturan Meteri Dalam Negeri Nomor 

21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 

310); 

  10. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 19 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2015 Nomor 

19); 

  11. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara 

Tahun 2016 Nomor 10); 

  12. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2016 Nomor 12, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 129); 

  13. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pertanggungjawaban 

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun Anggaran 2016 

(Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2017 Nomor 8 ); 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016. 

  

 



Pasal 1 

 Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2016 terdiri atas : 

1. PENDAPATAN  

 a. Pendapatan Asli Daerah Rp. 10.812.481.174,34  

 b. Dana Perimbangan Rp. 682.620.757.434,00  

 c. Lain-lain Pendapatan yang sah Rp. 7.039.531.500,00  

 Jumlah Pendapatan  Rp. 700.472.770.108,34 

2. BELANJA  

 a. Belanja Tidak Langsung  

  1) Belanja Pegawai Rp. 183.274.469.924,32  

  2) Belanja Bunga Rp. 0,00  

  3) Belanja Subsidi Rp. 0,00  

  4) Belanja Hibah Rp. 8.605.350.000,00  

  5) Belanja Bantuan Sosial Rp. 192.600.000,00  

  6) Belanja Bagi Hasil Rp. 82.619.017.628,65  

  7) Belanja Bantuan Keuangan Rp. 0,00  

  8) Belanja Tidak Terduga Rp. 716.271.500,00  

 Jumlah Belanja Tidak Langsung  Rp. 275.407.709.052,97 

 b. Belanja Langsung   

 1) Belanja Pegawai Rp. 37.344.250.350,00   

 2) Belanja Barang dan Jasa Rp. 168.405.468.945,00   

 3) Belanja Modal Rp. 232.122.323.064,00   

 Jumlah Belanja Langsung  Rp. 437.872.042.359,00 

    



 Jumlah Belanja  Rp. 713.279.751.411,97 

 Surplus / (Defisit)  Rp. (12.806.981.303,63) 

    

3. PEMBIAYAAN  

 a. Penerimaan  

  1) Penggunaan SiLPA Rp. 36.968.341.504,89  

 b. Pengeluaran  

  1) Penyertaan Modal (Investasi) Pemda Rp. 2.000.000.000,00 

Jumlah Pembiayaan Netto Rp. 34.968.341.504,89 

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp. 22.161.360.201,26 

 

 Pasal 2 

 Ringkasan Laporan  Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran I 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

 

 Pasal 3 

 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud Pasal 1 dirinci lebih lanjut kedalam 

Penjabaran Realisasi Anggaran. 

 

 Pasal 4 

 Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, tercantum dalam Lampiran II 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

 

 



 Pasal 5 

 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara. 

    

            

Ditetapkan di  Sukadana 

pada tanggal 4 September 2017 

 

BUPATI KAYONG UTARA, 

 

Ttd  

           

 

       HILDI HAMID  

 

Diundangkan di Sukadana  

pada tanggal 4 September 2017 

 

 

SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN KAYONG UTARA, 

 

  

Ttd   

  

HILARIA YUSNANI 

 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA  TAHUN 2017 NOMOR 22 

     


